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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: M.HH-02.KU.02.02 TAHUN 2010 

TENTANG 
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN 

NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI 
BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN  

PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan 
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, perlu pengaturan pengelolaan keuangan dan 
pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
berkaitan dengan pelayanan di bidang Notariat, Fidusia 
dan Kewarganegaraan; 

b. bahwa pengelolaan dan pelaporan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak dibidang Notariat, Fidusia, dan 
Kewarganegaraan secara terintegrasi mutlak diperlukan 
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dalam rangka menjamin tertib administrasi keuangan dan 
kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan jasa hukum; 

c.  bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang 
Notariat, Fidusia dan Kewarganegaraan sebagai salah 
satu pelayanan jasa hukum yang dilakukan oleh Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat;  

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, 
dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengelolaan 
dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas 
Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, 
Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

2.  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3889); 

3.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4432); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 
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tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4589); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang 
Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Bersumber dari  Kegiatan Tertentu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3871); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4005); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan 
Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4676); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 77, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5008); 

10. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap 
Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

11. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 
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13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor: M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor M.01.HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI 
Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali 
Kewarganegaraan RI Berdasarkan Pasal 42 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia; 

15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan 
Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan 
Pemberhentian Notaris; 

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia; 

17. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 
Nomor: M.03.UM.07.10 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh 
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA 
CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN 
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA 
PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, 
FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN 
HAK ASASI MANUSIA.  
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BAB I 
RUANG LINGKUP 

Pasal 1 
Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pengelolaan dan pelaporan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak atas biaya pelayanan jasa hukum di bidang Notariat, 
Fidusia, dan Kewarganegaraan yang dilakukan pada Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

BAB II 
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN 

PAJAK  
Pasal 2 

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pelayanan jasa 
hukum yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia terdiri dari : 
 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
 

Satuan Tarif 

a. Notariat 
1. Pelantikan dan penyumpahan Notaris Baru/Notaris 

Pengganti 

 
Per orang 

 

 
Rp. 1.000.000,00 

2. Pelantikan dan Penyumpahan Notaris Pindahan Per orang Rp. 1.000.000,00 
 
b. Fidusia 

1. Pendaftaran Jaminan Fidusia 

  

a) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 

Per akta 
 

Rp.      25.000,00  

b) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 50.000.000 
(lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000 
(seratus juta rupiah). 

Per akta Rp.      50.000,00  

c) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 100.000.000 
(seratus juta rupiah) s/d Rp. 250.000.000 (dua 
ratus lima puluh juta rupiah). 

Per akta Rp.   100.000, 00  

d) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 250.000.000 
(dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 
500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 

Per akta Rp.    200.000,00 

e) Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 500.000.000 
(lima ratus juta Rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000 
(satu milyar rupiah). 

Per akta Rp.    400.000,00 
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